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KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) -~
DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG :

Oleh: Maria Farida Indrati S
' "Abstmk

- Kewenangan membentuk  undang-undang (legislatif) merupakan salah satu fungsi -
“yang sangat startegis dalam penyelenggaraan suatu negara, oleh karena dalapn -

- kewenangan itulah secara nyata kedanlaran vang diakui dalam negara tersebut -
- dilaksanakan. Kenyataan ini merupakan konsekuensi yang logis, oleh karena dengan -

suaty rumusan undang-undang setiap orang maupun setiap lembaga dalam suatu
“negara dapat terikat olehnya, dan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan yamng
dirumuskan di dalamnya, :

Pembentukan undang-undang yang baik dapat terlaksana apabila kewenangan
pémbemukan undang-undang tersebut dilakukan oleh lembaga vang mempunyai
suatu legitimasi yang kuat dalam suatu negara, dan didukung oleh kemampuan
vang memadai davi anggota lembaga tersebut.

Dalam UUD 1945 (setelah Perubahan) ditetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat
memegang kekuasaan membentuk undang-undang, walaupun demikian ditetaplkan
pula bahwa Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah berhak/dapar mengajukarn
rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyai. Keikutsertaan Dewan
Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang tersebut sampai sekarang
tidak diruimuskan dengan jelas baik dalam Perubahan UUD 1945 maupun dalam
undang-undang, seihingga diperlukan kajian yaitg lebih mendalam terhadap

kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam pembentukan undang-undang.

Pendahuluan

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2002 telah
mengakibatkan berbagai perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan

negara di Indonesia. Salah satu perubahan yang sangat mendasar adalah

- kewenangan di bidang perundang-undangan, khususnya kewenangan
membentuk undang-undang.

Perubahan kewenangan pembentukan undang-undang merupakan akibat
dari perubahan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang
dilakukan pada Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UUD 1945, Selain
itu juga munculnya suatu lembaga negara baru yang diatur dalam Pasal 22C
dan Pasal 22D, yaitu Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya ditulis DPD)

yang diberikaT ReWeTangan Witk Menampung Gan menyalirkan aspiras dan
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_ 'I(ehén_d_ak daerah dalam pembentukan undang-undang yang berhubungan
dengan pelaksananan otonomi daerah.’
Peranan DPD dalam pembentukan undang-undang tersebut sampai saat

ini bf:}um jelas terlihat, oleh karena sampai saat ini befum ada suatu rancangan
undang-undang yang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Ketiadaan
peraturan yang memadai bagi DPD menjadikan kendala dalam menyalurkan
- 'kewenangan yang dlrruhklnya,, sehmgga d1perlukan suatu kajmn yanﬂ lebih luas
o -_'tentano hdl tersebut i

Pembentukan Undanﬂ-Undang

- Sebelum membahas tentang lembaga pembentuk undan G-undanv terieblh
dahulu penulis perlu mengemukakan tentang apa makna dari pembentukan
peraturan perundang-imdangan (dalam hal ini pembentukan undang-updang),
sehingga dapat dilihat sejavh mana setiap lembaga (dalam hal ini DPR, Presiden,
dan DPD} mempunyai kewenangan dalam pembentukan undang-undang. -

Dalam Pasal 1 angka I Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan, bahwa yang
dimaksudkan dengan istilah “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”
adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang pada dasarnya
dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan,
pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.?

Berdasarkan rumusan dalam Pasal | angka | tersebut, dapat disimpulkan
bahwa pembentukan suatu undang-undang, juga dimulai dari tahap perencanaan
dan persiapan yang berhubungan dengan pengajuan permohonan prakarsa
atau usul inisiatif pembentukan rancangan undang-undang, tahap perumusan
atau penyusunan yang biasanya menghasilkan suatu draft rancangan undang-
undang, dan ditkuti dengan tahap pembahasan, kemudian dilanjutkan dencrcm

~=tahap pengesahan Sefta pengundangan,

Untuk mengetahui kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang
periu dikaji pula tentang lembaga-lembaga yang berwenang membentuk
undang-undang, dengan dilandast oleh beberapa tahapan pembentukan

i Indenesia, Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan), Ps. 5 avat (1), Ps, 20, dan Ps, 220 - Ps,
22D
]

oS, S T Uiy e e Pembe K in Peraliran Perinme-Unaanyan, U0 Mo, T,
LN Na. 53 Th. 2004, TLN. No 4389, Ps. | angka 1.

[
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Kewenangan DPD dalam Pembentokan Undang-undang

peraturan perundang-undangan tersebut, dan dari ketentuan dalam UUD 1945,
s undang-undang serta peraturan lain yang terkait lainnya,

o _-ieinbaga Pembentuk Undang-Undang
- Dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (sebelum Perubahan) dirumuskan
' "bahwa “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan

- "._pel setujuan Dewan Perwakilan Rakyat”, sedangkan dalam Pasal 20 ayat (1) -- -
_ ;.-dmunuskanbahwa ‘ﬂapwnap undang- mldanﬂmencrhendakl persetujuan Dewan o
- Perwalkilan Rakyat.” Berdasarkan ketentan dalam kedua pasal tersebut maka - -

kewenangan membentuk undang-undang dilaksanakan oleh dua lembaga, yaitu
Presiden dan DPR.

Sesudah Perubahan UUD 1945 kewenangan pembentukan undang-
undang dalam pasal-pasal tersebut dilakukan perubahan, sehingga secara
keseluruhan pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.3

Pasal 20

(1) Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk
undang-undang.

(2) Setiaprancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

(3) Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetu juan
bersama, rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi
dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

«(4)- Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah =~

disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.

(5) Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama
tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari
semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan
undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib
diundangkan#

e ]
maoncsia, Uindang-Undang Dasar G458 (sesudah Perubahan), Ps. 5.
— Undang-Undang Dasar_ 1945 (sesudaly_Perupahany. Ps. 20,
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R Pasal 21
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan
undang-undang.’

. ;. Dengan perubahan rumusan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD
1945 .(Perubahan) tersebut terdapat sejumlah pendapat yang menganggap
te}ah__t_erj adi p_;:rubahem yang mendasar terhadap kewenangan pembentukan

- undang-undang, oleh karena setelah Perubahan UUD 1945 Presiden hanya

berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, sedangkan
kekuasaan membentuk undang-undang (legislatif) merupakan wewenang dari
DPR (sajal). b
- Penulis mempunyai pendapat yang berbeda terhadap hal tersebut, oleh
karena walaupun Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 (Perubahan) menetapkan bahwa
kekuasaan membentuk undang-undang merupakan wewenang DPR, namun
ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) danayat (4) UUD 1945 telah memudarkan
wewenang tersebut. Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 suatutancangan
undang-undang harus dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan
Perwakilan Rakyat dan Presiden, selain itu Pasal 20 ayat (4) UUD 1945
merumuskan bahwa Presiden mempunyal wewenang untuk mengesahkan
rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama menjadi undang-undang.
Pendapat tersebut diajukan dengan alasan bahwa, dalam UUD 1945
(Perubahan), kewenangan membentuk vndang-undang (legislatif) tidak hanya
ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), tetapi dirumuskan dalam keseluruhan Pasal
20UUD 1945. Rumusan suatu ketentuan dalam suatu peraturan tidak dapat
hanya dibaca dan dipahami dari ramusan satu ayat, atau satu pasal saja, tetapi
harus dibaca dan dipahami secara keseluruhan sehingga terlihat sistem yang
berlaku dalam peraturan tersebut.

-:1Di samping pasal-pasal di atas, masih terdapat rumusan yang mengatur
tentang pengajuan suatu rancangan undang-undang yang berasal dari DPD,
Keikutsertaan DPD dalam proses pembentukan undang-undang dirumuskan
dalam Pasal 22D UUD 1945 (Perubahan) sebagai berikut:

Pasal 22D
(1) BDewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan

e, Undang-Undang Dasar 1945 ¢sesudah Perababand, Ps. 21




.. persetujuan bersama, pemberian pertimbangan, pengesahan, dan pengundangan.

Kewenangan DPD dalam Pembeatukan Undang-undang

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan
dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

(2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan
daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah:

‘pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan
pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas
rancangan wndang-undang anggaran pendapatan dan belanja
negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama.

(3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang mengenai: otonomi daerah,
pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan
pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil
pengawasannyaitu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan
pertimbangan untuk ditindaklanjuti.6

Dari rumusan dalam Pasai 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22D
UUD 1945 (Perubahan), maka suatu rancangan undang-undang dapat berasal
dari Presiden, dari DPR, dari anggota DPR, serta dari DPD. Selain itu, dari
keempat pasal tersebut mengatur bahwa, pembentukan undang-undang dapat
meliputi tahap pengajuan rancangan undang-undang, pembahasan dan

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH MENURUT
PASAL 22D UUD 1945

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22D UUD 1945 (Perubahan),
kewenangan DPD dapat dibedakan dalam beberapa bidang, yaitu:

Y — Undang-Undang Dassr 1945 (sesudah Perubahan), Ps, 22D.
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- _. - Suatu hal yang perlu dilihat secara seksama adalah rumusan dalam Pasal
43 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003, yang memberikan kewenangan

_ }\epada DPD untuk ﬂ{ut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan

dengan Pasai 22D ayat.(1) UUD 1945, yang diajukan oleh-DPR atau
Pemermtah Daiam pembahasan ini DPR akan mengundang DPD untuk
membahas rancangan undang-undang tersebut bersama Pemerintah pada awal
Pembicaraan Tingkat .I_s_esu_c_u__Pel aturan Tata Tertib DPR. Pembahasan
1_ancaug_an undangwundan Ie4 tersebut dilakukan bersama antara DPR,DPD, dan
Pemeﬂniéih Ketiga lembaga tersebut diberikan kewenangan untuk memberikan
tanggapan dan pandangan, yang kemudian akan dijadikan masukan untuk
pembahasan lebih lanjut oleh DPR dan Pemer: infah.

Selain itu, dalam Pasal 44 Undang- Undzmo Nomor 23 Tahun 2003
merumuskan sebagai berikut:

(l) ‘DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-

- undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama.

(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan
pemerintah.

(3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi
DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah. /2
Apabila dilihat dari rumusan Pasal 41 sampai dengan Pasal 44 tersebut,

kewenangan DPD sebagai pembentuk undang-undang hanya sebatas pengajuan

terhadap rancangan undang-undang yang ditetapkan dalam Pasal 22D UUD

1945 (Perubahan), Hal tersebut tertulis dalam rumusan Pasal 43 dan Pasal 44,

yang menyatakan bahwa, pandangan, pendapat, dan tanggapan serta

pertimbangan yang diberikan oleh DPD hanya dilakukan pada awal

. Pembicaraan Tingkat T (sesuai Tata Tertib DPR), dan merupakan masukan

untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan Pemerintah. Dengan demikian,
DPD tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan setuju atau tidak,
menolak atau menerima terhadap rancangan undang-undang tersebut dalam
tahap pembahasan dan pemberian persetujuan bersama antara DPR dan
Pemerintah.

T Toid,, Ps. 4

38




Kewenangan DPD dalam Pembentukan Undang-undans

o

. 3'-_25- -'Menuru& Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2604.

: -Pembentukdn Peraturan Perundang-undangan dirumuskan bahwa, (1)

':'_rancanvan undang-undang baik yang berasal dart DPR, Presiden, maupundari
" DPD disusun berdasarkan Program Legislasi Nasional, (2) Rancangan undang-

- undan g vang diajukan oleh DPD sebagalmam dimaksud padaayat (1) adalah
S mca_ngan.undaz;geundcmg vang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan

- “pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, -
- 'fpengelofacm sumber daya alam dan sumber dayz ekonomi lainnya, seita ycmcr )

'berkai tan dengan perimbangan pusat dan daerah, 13

- Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3) dirumuskan bahwa '

'r'ancangan undang-undang yang berasal dari DPD dapat diajukan oleh DPD
kepada DPR, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR dan
Peraturan Tata Tertib DPD.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang mengatur
tentang keterlibatan DPD hanya dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut,
sehingga lebih jelas lagi bahwa kewenangan DPD tidak setara dengan DPR.

3. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor
15/DPR R1/2004-2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia. ' yang telah diubah dengan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/DPR RI/11/2004-2005
tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR R116, dirumuskan tentang tata
cara dan proses pembentukan Undang-Undang yang berasal dari DPR, DPD,

dan Pemerintah pada Bab XV tentang Pembentukan Undang-Undang ddu

“"Pasal 119 sampai dengan Pasal 137,

Dalam Pasal 119 ayat (3) dirumuskan bahwa, Rancangan Undang-Undang
dapat berasal dari DPR, Presiden, dan DPD. Selain itu dalam Pasal 119 ayat

13 —. Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU No. 10,
LN, No. 33 Th, 2004, TLN No.d389, Ps. 17,

 Yoid, . Ps. 19,

i3

[ndonesia, Keputusas DPR_RI Tentang Peraturan_ Tata Tentib Dewan Perwakilan Rakvai Repuhiik
Illm\um No. 13/DPR RI/1/2004-2005.

7
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' (4) dxmmuskan pula sepem ketentuan dalam Pasal 22D ayat (1) UUD 1945

R '(sesudah Pembahan) bahwa, DPD dapat menga jukan kepada DPR Rancangan

- -'Undanv-Undanﬂ gyang bmk‘utan denﬂan otonomi daerah, hubungan pusat dan
o daerah pembenmkan pemekcnan dan penggftbungan daerah, pengeiolaan
¥ sumber daya: alam, dan sumbe; daya e}\_onoma lainnya, serta yang berkaltan

' :‘denca.n pemnbangan hubun gan pusat drlll dam al.

_ e DPD diamr dalam Pasal 132 ya.ncr antaia iam menetapkan bai]wcl Rancangan

' '_'-Undang Undang dcll'l DPD d}&;ukan secara tertulis kepada Pimpinan DPR.
Setelah Rancangan Undan g-Undang dari DPD tersebut diterima oleh Punpman
DPR, mab dalam rapat paripurna selanjutnya Ketua Sidan 1g akan
membeutahukam kepada para anggota DPR tentang masuknya Rancangan
Undang Undancr dart DPD serta membagikannya kepada para anggota DPR.

Selanjutnya Badan Musyawarah DPR akan menunjuk Komisi atau Badan
Legislasi untuk membahas Rancangan Undang-Undang tersebut, dan
menetapkan pembahasannya dilakukan oleh Komisi atau Badan Legislasi. .

- Komisi atau Badan Legislasi kemudian alan mengundang anggota alat
kelengkapan DPD sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota
alat kelengkapan DPR dan melakukan pembahasan Rancangan Undang-
Undang tersebut.

Laporan hasil pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut
kemudian dilaporkan dalam Rapat Paripurna, dan kemudian disampaikan oleh
Pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan agar Presiden menunjuk
Menteri yang akan mewakili Presiden, dan kepada Pimpinan DPD untuk ikut
membahas Rancangan Undang-Undang tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 133 kemudian Rancangan Undang-

-..Undang baik yang berasal dari Presiden, DPR, dan DPD dibahas melalui 2

(dua) tingkat pembicaraan,

Dalam Pembicaraan Tingkat | Rancangan Undang-Undang akan dibahas
dalam Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia Anggaran, atau
Rapat Panitia Khusus, bersama-sama Pemerintah;

40




Kewenangan DPD dalam Pembentukan Undang-undang

- Pembicaraan Tmﬂkat T'ini meliputi:

(1 ) a pemandanaan umum Fraksi terhadap rancangan undan g~undang . i
cnyang bei asal dari Pemer intah atau tanggapan Pemerintah terhadap' o
R rancangdn undanb—undam yang berasal dari DPR; '

b, _}awabm Pemel mtah atas pemandan gan umuin Fraksi atau' _
o Jawaban lepman Kormsl , pimpinan Badan Lecrisiani plmpman '
Panitia Ang gara an, '1tau lepman Pamma Khusu% atas Iang gapan -
-Pemenntah : : - p T
el pembahasan nmcangcm Lmd‘uw—undana oleh DPR dan Pemenntah
dalam rapat kex ja beidas:'ukan Daftar Inventarisasi Masa]ah'
(DIM) : _
(2) D'ﬂam Pembicaraan T;mcrkat i dapdt
a. diadamn Rapat Dengar Pendapat atau Rapat Dengar Pendapat
' U, ' '
b. diundang pimpinan lembaga negara atau lembaga lain apabila
 materi rancangan undang-undang berkaitan dengan lembaga tinggi
negara atau lembaga-lembaga negara yang lain; dan/atau
c. diadakan rapatintern.

Dalam Pembicaraan Tingkat I yang merupakan Rapat Paripurna yang

terdiri atas pengambilan keputusan yang didahului oleh:

1) laporan hasil pembicaraan Tingkat I;

2)  pendapat akhir Fraksi yang disampaikan oleh anggotanya, apabila
dipandang perlu, dapat pula disertai dengan catatan tentang sikap
fraksinya; dan

3) peﬂdapat akhir Presiden yang disampaikan oleh Mentert yang

Setelah ;}embicaraan dalam Tingkat I selesai, maka Rancangan Undang-

Undang yang telah disetujui oleh DPR dan Presiden tersebut akan dikirimkan
kepada Presiden untuk dimintakan pengesahan.!?

4, Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah.

Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 2/DPD/2004
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

7 mi,
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: sebacvazmdna dmbah dengan Keputusan DPD Nomor 4/DPD/20{}4 tenmuc
- Pen ubah"m Peraturzm Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Repubhk
' -Indonesm antara iam dzatm tentzmo Panitia Perancang UndzmvandanG (Bab

o X Pasai 52 ’S/d Pasal 55), ?ms&s* Pembuaian Keputusan DPD {Bab XIV Pasal

106 s/d Pasal 108), Usul Ranccmgam UndanU—Undano yancr berasal dari DPD
: .(Bab XV ?asal 109 s/d Pasal 114}, dan Remccmﬁdn Undang-Undang yang
_ ._berasqi (ian DPR a.tau Pemel mtah (B ab XVI Pasal 115 s/d Pasal 117).18-

Bel da‘sarkan Pasal I 1 1 Peratm an Tata Tertitb DPD iersebut, suatu Usul

o :Rancanoan Undang~Undan 'yang berasal dari DPD dlsus,un berdasar kan

Program Legislasi Nasmnal Usul Rcmcangan Undang-Undang dapat diajukan
oleh Panitia Per ancang Undemﬁ—Undcmg dan/atau Panitia Ad Hoc, atau dari
sekurang-kurangnya ¥ (seperempat) dari jumlah anggota DPD.

Setelah Usul Rancangan Undang-Undang tersebut melalui proses
pembahasan, dan disetujni menjadi Rancangan Undang-Undang Usul DPD
dalam Sidang Paripurna, selanjutnya Rancangan Undan g-Undang akan
diszimpaik_an kepada Pimpinan DPR, dan Presiden. (Pasal 112 Peraturan Tata
Tertib DPD).

Menurut Pasal 113 Usnl Rancangan Undang-Undang dari DPD tersebut
kemudian dibahas bersama oleh DPR dan DPD, dan hasil pembahasan tersebut
merupakan Usul Rancangan Undang-Undang dari DPD sebagai bahan
pembahasan DPR dengan Pemerintah. Selanjutnya, Rancangan Undan g-Undang
tersebut akan dibahas pada pembicaraan tingkat 1 yang dilakukan oleh DPR
dan Presiden, sesuai Peraturan Tata Tertib DPR. Pada pembicaraan tingkat |
ini DPD akan diundang untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya
mengenai Rancangan Undang-Undang yang diusulkannya.

Pasal 114 Perataran Tata Tertib DPD menyatakan bahwa, apabila DPR
.. dan/atau Pemerintah menolak dan/atau melakukan perubahan terhadap materi - -
muatan Usul Rancangan Undang-Undang dari DPD, maka DPD akan meminta
penjelasan kepada DPR dan/atan Pemerintah. Setelah DPR dan/atau
Pemerintah memberikan penjelasan, Pimpinan DPD akan menyampaikan
kepada seluruh anggota DPD, kemudian DPD akan memberikan Jjawabab atas
penjelasan tersebut kepada DPR.
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-+ Dalam hal adanya Rancangan Undang-Undang yang berhubungan dengan
" otonomi daerah, sesuai Pasal 221D yang berasal dari DPR. atau Presiden, maka
_D_P__D akan memberi tugas kepada Panitia Ad Hoc/Panitia Perancang Undang-
Undang untuk membahas atau menyempunakannya sebagai bahan pembahasan -
' bersama DPR dan Pemerintah (Pasal 118 Peraturan Tata Tertib DPD).

g :S Pmses Pengesahan Rancangan Undang-undang.

5 Setaiah mncan gan und‘mg—undmcr (batk yang berasal dari Presiden, DPR

' "-'atau DPD) dibahas dan disetujui bersama oleh DPR. dan Presiden, rancangan
undang-undang tersebut dikirinkan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk
disahkan.!® Setelah Presiden mengesahkan rancangan undang-umdang menjadi
undang-undang, kemudian Undang-Undang tersebut akan diundangkan oleh
menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang peraturan perumdang-
undangan ke dalam Lembaran Negara® agar Undang-Undang itu dapat bertaku
dan mengikat umum.

Penutup

Berdasarkan ketentuan dalam  a) Pasal 5, Pasal 20, dan Pasal 22D
Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan), b) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD,
c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, serta d) Keputusan DPR RI Nomor [5/DPR RI/I/2004-
2005 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan DPR RINomor 07/DPR RI/
11/2004-2005 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib DPR RI, dan &)
Keputusan DPD Nomor 2/DPD/2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang telah diubah dengan Keputusan
DPD Nomor 4/DP1D/2004 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kewenangan
DPD dalam bidang legislatif (pembentukan undang-undang) hanyalah dalam
mengajukan Usal Rancangan Undang-Undang yang bersangkut pant dengan
otonomi daerah.

mmmmm , Undane-Undave Temang Pembentkan Peraturan Perundane-undangan, Ps, 37

An
= ind., Pl 48
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Pengaturan tersebut dilandasi oleh ketentuan dalam Pasal 20 UUD 1945,
yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-
undang, vang rancangannya dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mencidpaﬂ{an
perscm}uan ber: sama, serta kewenangan pengesahan oleh Presiden. - ‘

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami adanya keinginan dasi an Ggota—
-anggota DPD untuk mengajukan perubahan terhadap UUD 1945 (Perubahan).
- Keinginan tersebut mempunyai landasan  perikiran yang kuat, oleh karena
- ang 5 gota—ang gota DPD mempunyai legitimasi lebih kuat sebab mer cka diplhh
1angsunﬂ oleh mi\yai peme anff ked&uiaian sedanvkan anggota DPR di pzhb
melaluz partai. o

_ Denmn berlandaskan ketentuan dalam UUD 1945 (Perubahan), Undcmg—
Undzmg dan PE:1 aturan Tata Tertib DPR dan Peraturan Tata Tertib DPD tersebut
di atas, penyampatan aspirasi rakyat melalui DPD dalam mengajukan rancangan
un'dzi_ng—undang yang berhubungan dengan otonomi daerah tidak akan selalu
berhasil secara maksimal, oleh karena kewenangan DPD yang terbatas.

Permasalahan di atas timbul oleh karena perubahan terhadap UUD 1945
dilaksanakan dalam empat kali perubahan secara parsial, sehingga tidak
terbentuk suatu sistem yang harmonis. Hal ini dapat dilihat khususnya dalam
hal pengaturan kewenangan membentuk undang-undang (legislatif) yang
ditetapkan pada Perubahan Pertama tanggal 19 Oktober 1999 yang antara
lain mengubah ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945,
sedangkan pembentukan lembaga DPD baru ditetapkan dalam Perubahan
Ketiga yang ditetapkan pada tanggal 9 November 2001, selain itu juga
pengaturan tentang susunan dan kedudukan MPR baru ditetapkan dalam
Perubahan Keempat pada tanggal 10 Agustus 2002,
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